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Abstract

In the era of reform and development and infornmatechnology. The
development of mobile phone technology can be gaimclude faster So
rapid development has now many high towers of neatgilecommunications devices
such as a fungus that thrives in the rainy seasbhen push the Pekanbaru city
government restriction and regulation of telecomivations tower building , in
order to realize equality in terms of spatial plagnand area , aesthetics and public
safety . The efficiency and effectiveness of the o$ telecommunication towers
must also consider the safety factor of the enwiremt , public health and
environmental aesthetics .

This research is a descriptive study using a cquialé approach as a
tool of analysis . This research was conductedekaRbaru , Riau Province
with a research focus on the implementation oflite:nsing and regulation of
telecommunications towers in the city of Pekanbalnng with factors that
affect imlementation Data related to the scope of the study were celeosing
sampling purpusive through observation , interviewith informants who have been
determined . This study analyzed descriptively t@l@&n the necessary data
systematically and objectively . So as to produsfrimation that is accurate .
Implementation concept used is the concept preddmteEdward Il . Technigues
used in collecting data were interviews , obseovatj and literature as well as
documentation .

After doing some research , the authors can coedluat not maximal
policy implementation arrangement for building Eetemmunications tower
that is influenced by four variables, CommunicatjdResources , disposition
or attitude of implementers . The factors that madg&tct the implementation
of the arrangement of telecom towers in the city R#kanbaru is not
maximized attitude sekalu Transportation Agency cakee tower
arrangement is not straightforward and the lackegulations related to the
underlying telecommunications tower despite the icgol of the
telecommunications tower arrangement penaltiesriadbut not too obvious
, hot sanctions demolition of the towers that brékrulethat break the rules
or do not have permission.
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Pendahuluan

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan epdsngan
kegiatan ekonomi suatu daerah, akan meningkatkén kgbutuhan informasi
dan komunikasi di daerah tersebut, baik secara tkasnmaupun kualitas,
sehingga berdampak pada munculnya usaha di bidéorgniasi dan komunikasi
seperti radio, televisi, telepon, telepon seluieternet dan sebagainya. Salah
satu infrastruktur terpenting dalam teknologi korkasi dan informasi adalah
menara yang berfungsi sebagai pemancar sinyaliggey@nmbang informasi dan
komunikasi.

Tablel.1
Penyelenggara Telekomunikasi Berbasis Wirelessdi Indonesia
No Perusahaan M er ek/ Produk
1 PT. Telkom Tbk Telkom & Flexi
2 PT. Telkomsel Simpati & As
3 PT. Indosat Thk Matrix, Mentari & IM3
4 PT. Excelomindo Pratama Thk XL Pravayar & XL
Pascabayar
5 PT. Mobile-8 Telekom Thk Fren & Hepi
6 PT. Sampurna Telekom Ceria
7 PT. Bakrie Telecom Esia & Wifone
8 PT. Hutchison CP 3
9 Natrindo Telekomunikasi Seluler AXis
10 PT. Smart Telecom Smart
11 PT. Pasifik Satelit Nusantara Byru (teleponlgate

Perkembangan teknologi telepon seluler bisa diketakermasuk
cepat.Sangkin cepatnya telah kini banyak pembamgumenara-menara tinggi
perangkat telekomunikasi seluler seperti jamur yamgbuh subur di musim
hujan.Rangkaian perangkat telekomunikasi seluidniasa disebuBase Station
Transceiveratau disingkat BTS, Atau lebih di kenal dengan anaTower.

Keberadaan tower di Kota Pekanbaru cukup banyakkda saat ini
kedudukannya mendominasi di seluruh wilayah Pekanb€eberadaan Tower
di Kota Pekanbaru bak jamur, terus berkembang tamqmihat aspek
kehindahan. Bahkan ada yang mengakibatkan kodfingan masyarakat.
Sementara itu, beberapa pendataan yang dilakuleajugd pembangunan tower
illegal tanpa izin. Hanya saja, hingga saat inubelda penindakan tegas dari
Pemerintah kota Pekanbaru dan pembangunan towdr teass terjadi.

Tercatat terdapat 320 tower sudah berdiri di Pedanb Untuk
mengantisipasi tersebut, melalui Peraturan Wali ak@erwako) Walikota
Pekanbaru No0.16 Tahun 2009 tentang Penataan daymBedPembangunan
Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbamg yaidah dikeluarkan,
Pemko membatasi pembangunan tower dengan toweanh@rgang dibatasi



sebanyak 117 tower. Namun kenyataan di lapangaru jesdah terbangun 320
tower yang membuat tower di Pekanbaru melebihisbata

Meski sudah ada pelarangan dari Pemerimtah kotanBeku untuk
mendirikan tower hingga adanya Perda Tower ternyadidak ada
hasilnya.Kenyataan dilapangan, izin tetap dikelaardan pembangunan tower
semakin merajalela.

Tablel1l.2
Jumlah Menara Telekomunikas Kota Pekanbaru 2012,
jumlah Menara
No Nama K ecamatan Komunikasi
1 Bukit Raya 30
2 Lima Puluh 11
3 Marpoyan Damai 25
4 Payung Sekaki 37
5 Pekanbaru Kota 24
6 Rumbai 41
7 Rumbai Pesisir 22
8 Salil 11
9 Senapelan 10
10 Suka Jadi 26
11 Tampan 56
12 Tenayan Raya 27
jumla
h 320

Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informas 2012

Demikian pula dampak yang mungkin timbul dari tidekkendalinya
pembangunan menara ini antara lain semakin bergoyan lahan hijau,
mempengaruhi estetika kota, dan potensi ketidaks®msuaengan tata ruang kota.

Berdasarkan paparan permasalahan diatas, penuisaksud untuk
mengangkatnya menjadi sebuah bahan penelitian deodal “ Pelaksanaan
Perizinan dan Penataan BangunanMenara Telekomunikasi dikota Pekanbaru
Tahun 2010-2012 “

Rumusan M asalah
Sehubung dengan permasalahan diatas maka dirumossalah dalam
penelitian ini diantaranya sebagai berikut:



. Bagaimanakah pelaksanaan perizinan bangunan mdebrkomunikasi di
Pekanbaru?

. Apa saja faktor — faktor yang mempengaruhi pela&sarperizinan dan penataan
bangunan menara telekomunikasi di kota Pekanbdrunra010-20127?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.Tujuan pendlitian
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

. Untuk mengetahui proses perizinan bangunan menaiekomunikasi di
Pekanbaru.

. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengarut@&anaan Perizinan dan
Penataan Bangunan Menara Telekomunikasi di kotarfaku Tahun 2010-
2012.

2 .Kegunaan pendlitian

. Kegunaan Teoritis
Adapun kegunaan penelitian ini yaitu untuk menampahgetahuan terutama
studi implementasi kebijakan public yang cendruegsifat kompleks dan sulit
dipahami.

. Kegunaan Praktis
Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini ial@bagai sarana bagi penulis
untuk menuangkan ilmu yang telah diterima selamagketi perkuliahan di
Universitas Riau. Selain itu dengan adanya peaslitni dapat menjadi bahan
pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kota Pekantmuiama dinas atau
instansi yang terkait dalam menganalisa serta ntasighambatan serta upaya
peningkatan keberhasilan dalam penerapan kebijagartama menyangkut
perizinan dan penataan bangunan menara telekonsunika

Tinjauan Teori.
. Kebijakan Publik

Menurut Dye dalam Kismartini (2005), hal ini disbkan oleh 3 hal dari
kewenangan yang dimiliki pemerintah, yaitu:
a) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan keomeampuntuk
memberlakukan kebijakan publik secara universab#appublik yang menjadi
sasaran (target group).
b) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan keomampuntuk
melegitimasi atau mengesahkan kebijakan publiknggja dapat diberlakukan
secara universal kepada publik yang menjadi sagtaget group).
c) Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan dan keomeampuntuk
melaksanakan kebijakan publik secara paksa kepaidbdik pyang menajdi
sasaran (target group)

Pada tingkat kebijakan pernyataan umum dibahasdifarmulasikan oleh
lembaga legislative.Pada tingkat oraganisasi, k&ara dipegang oleh lembaga



eksekutif dan selanjutnya tingkat operasional mekap operasionalisasi
kegiatan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi &mbaga masing-masing
sebagai petunjuk pelaksanaan atau petunjuk tekais kebijakan untuk
menghasilkanoutcomeyang diharapkan.Suatu kebijakan yang ditetapkah ol
pemerintah harus mendapatkan respon positif darsyamakat pengguna
kebijakan.

Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipitleh policy makers
bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti hdsdr dalam
implementasinya. Ada banyak variabel yang mempemjakeberhasilan
implementasi kebijakan baik yang bersifat individoeaupun kelompok atau
institusi. Implementasi dari suatu program melibatkupaya-upaygpolicy
makers untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana r abarsedia
memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelorspe&ran.

George Edwards Il mengidentifikasikan empat faky@ang mempengaruhi
keberhasilan implementasi kebijakan:

a. Komunikasi
Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyakgraiperintah-
perintah dan arahan-arahan (informasi) dari sungenbuat kebijakan
kepada mereka-mereka yang diberikan wewenang daguuag jawab
untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Untuk itdupmemahami arah
penyampaian kebijakan.

b. Sumber daya
Yaitu jelasnya suatu perintah dan arahan pelaksamplementasi, jika
para pelaksana yang bertanggung jawab menyelerkggarkebijakan
kekurangan sumber daya untuk melaksanakan tugasasetektif, maka
implementasi kebijakan tidak akan berhasil.

c. Disposisi atau sikap para pelaksana
Maksudnya kemauan atau niat para pelaksana untulaksamakan
kebijakan atau motivasi psikologis para pelaksantuku melaksanakan
kebijakan.

d. Struktur birokrasi
Yaitu kelembagaan pemerintahan dan masyarakat ddstam
mensukseskan program pembanguana tanpa adanyeisieatau tekanan-
tekanan dari luar organisasi serta struktur birsikga tidak menghambat
pelaksana program. (Sujianto, 2008:38)

M etode Penelitian
Untuk penelitian ini digunakan motode kualitatifindna metode ini
menunjukkan pada riset yang menghasilkan datathtigliyaitu data yang tidak
dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melaibksbentuk suatu
penjelasan yang menggambarkan keadaan, prosesiweetertentu.



Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasapada filsafat
fenemologiyyang mengutamakan penghayatan, yaitu berusaha raemati
peristiwva dan kaitan-kaitan terhadap orang-oraeg talam situasi- situasi
tertentu. Namun demikian, salah satu ciri dari etpenelitian kualitatif adalah
seringnya berubah-ubah desain penelitian tergargadg perkembangan data
yang telah dikumpulkan. Metode ini juga menempatb@a-pola sebagai
sasaran kajian dan bukannya variabel sebagai sadalem penelitian.

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan metesdkrigtif analitis
yaitu usaha mengumpulkan, menyusun, dan mengiettgsikan data yang ada
kemudian menganalisa data tersebut, menelitinyaggambarnya dan
menelaah secara lebih jelas dari berbagai faktog p&rkaitan dengan kondisi,
situasi, dan fenomena yang diselidiki. Metode géaalini tentunya bisa
menggambarkan perjalanan suatu gagasan, pemildrantgrkait dalam
masalah-masalah yang dibatasi dalam penelitian ini.

Hasil Pendlitian dan Pembahasan

Implementasi perizinan bangunan menara telekomsnildi kota
Pekanbaru merupakan sebuah kebijakan pemerintadnipatu dalam hal ini
dinas perhubungan, komunikasi dan informasi. K&hijapembatasan jumlah
bangunan menara telekomunikasi di kota Pekanbawaselengan Peraturan
Walikota Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Penataan @adorRan Pembangunan
Menara Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbarujadesuatu kebijakan
yang sangat vital dalam Penataan dan pembangursahddi kota Pekanbaru,
namun kebijakan tersebut tidak selancar sepertig yaiharapkan oleh
Pemerintah kota Pekanbaru.

A. Proses perizinan bangunan menara telekomunikasi di kota Pekanbaru
2010-2012

Dalam pelaksanaan perizinan dan penataan menaragarden
diberlakukannya penggunaan menara bersama sesggrdBerwako Nomor 16
Tahun 2009, masih banyak terdapat kendala terutataan proses perizinan.

1.Pengajuan Surat Permohonan Rekomendas Pembangunan Menara
Telekomunikasi.
Pada tahap ini pemohon harus melengkapi berbagead berupa :
-Bukti kepemilikan tanah atau dokumen lainnya
-Surat bukti pemberian izin atas pendirian menara warga dalam radius
menara
telekomunikasi
-Rekomendasi lurah dan camat
-Surat pernyataan jaminan keamanan dan keselamatan



-Surat kuasa melaksanakan/mewakili tugas dari atgkardi perlukan
Pada tahap in penyerahan berkas permohonan méajegkah awal
dalam proses perizinan bangunan menara telekonsirdk&ota Pekanbaru.
Kelengkapan berkas menjadi langkah awal dalam prpseizinan menara
telekomunikasi di Kota Pekanbaru.
Namun pada pelaksaannya banyak terdapat masaldit teentang
berkas dan surat mengenai izin dari warga sekierana.

2. Survey lokasi pembangunan menar a telekomunikasi.

Dalam proses atau prosedur perizinan bangunan memalalui
tahapan survey atau observasi lapangan yang ddakaleh staf dari bidang
Kominfo Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan imfaika Kota
Pekanbaru.

Dalam proses perizinan bangunan menara yang déakuileh
Dishubkominfo melalui tahapan survey lokasi guntukinmeninjau beberapa
hal seperti tata letak menara, data pemilik labatg titik koordinat kemudian
kepadatan penduduk disekirar menara tersebut.

Namun yang menjadi masalah dalam hal ini adalahandal
melaksanakan survey lokasi penelitian para pelakshnilai tidak serius,
dapat disimpulkan juga bahwa dalam melakukan sul@pgngan berkaitan
dengan proses perizinan menara telekomunikasi da Rekanbaru, hanya
mendata dari teknisnya berupa lokasi, titik kooatlserta kepadata penduduk,
para pelaksana survey lokasi tersebut tidak mekakddajian ulang terhadap
izin yang di berikan oleh warga.

3. Berita acara evaluas dan kajian pembangunan menara telekomunikasi.
Proses perizinan menara telekomunikasi yang dikakulDinas
Perhubungan ,Telekomunikasi dan Informatika yanglalme tahapan
berikutnya .Setelah dilakukannya survey lokasi pmmgonan menara
telekomunikasi maka prosedur selanjutnya adalaltabacara evaluasi dan
kajian pembangunan menara telekomunikasi.

4. Penerbitan surat rekomendasi pembangunan menara telekomunikasi

Dalam tahapan ini adalah tahapan akhir dalaosgs perizinan
bangunan menara telekomunikasi di Kota Pekanbabelw®a dilakukan
pembangunan menara telekomunikasi.

Dalam pelaksanaan perizinan dan penataan menargarden
diberlakukannya penggunaan menara bersama sesggrdBerwako Nomor
16 Tahun 2009, masih banyak terdapat kendala teeutdalam proses
perizinan.

Hal ini yang dirasa menjadikan Pekanbaru sebage kang pesat
pertumbuhan ekonomi dan teknologinya memiliki b&nyaenara yang



menjulang tinggi yang dikhawatirkan mengganggu dairan dan estetika
kota dan keamanan masyarakat.

Pemerintah kota Pekanbaru tidak boleh mengeluarkan terkait
dengan menara telekomunikasi sampai adanya peratlaerah yang bisa
mengakomodir tentang Perizinan Menara telekomunil&ebagai kebijakan
Pemerintah Kota Pekanbaru sebagai upaya untuk mealjean
pertumbuhan menara berkaitan dengan perkembangaoldgi komunikasi
sangat cepat yang mengakibatkan banyak nya pembamgunenara
telekomunikasi semakin meningkat dari waktu ke wakt

3.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penataan menara
telekomunikasi
dengan penggunaan menara bersama di kota Pekanbar u.

Menurut Friedrick dalam Kismartini, mengartikanbkakan sebagai
serangkaian tindakan yang diusulkan seseorangmkelo atau pemerintah
dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjuki@nbatan-hambatan
dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksana usbgakan tersebut
dalam mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan defidiatas, berarti
pemerintah harus mempunyai kemampuan yang dapatali@n untuk
merespon dan menaggulangi permasalahan yang adardememperhatikan
sumberdaya yang dimiliki serta menerima masukansgseorang/kelompok,
sehingga ada jalan keluar yang terbaik dan dihesikkelalui proses yang
fair.

1. Komunikasi

Komunikasi adalah sebuah informasi yang disampakiiegrada pihak
pelaksana kebijakan didalam melaksanakan tugaselymggia mengetahui
apa yang mereka lakukan. Keputusan-keputusan damgbeharus diteruskan
kepada personil yang tepat sebelum keputusan damtgte tersebut dapat
diikuti.

Komunikasi adalah faktor yang sangat penting dalamganisasi
karena dalam setiap proses kegiatan yang melibatkaore manusia dan
sumber daya akan selalu berurusan dengan permasalbhgaimana
hubungan yang akan dilakukan. Menurut Edward, kokasn merupakan
penyampaian atau pengiriman pesan sehingga diperodgelasan atau
mengerti maksud dari pesan itu melelui berbagajkatan atau perantara
yang berakibat kepahaman dan dengan ditunjukan peadainya terhadap
tujuan dari pesan itu. Tujuan komunikasi ini adadglar para pelaksana atau
birokrat dan kelompok sasaran dalam melaksanakamatg@n menara
telekomunikasi di Kota Pekanbaru dapat memahamindamatuhi instruksi
atau perintah sehingga program-program yang ditedsn dapat berjalan
secara optimal. Batasan komunikasi pelaksanaarmpeayampaian informasi
adalah interaksi manusia, meliputi proses hubungmmy dinamin antara



atasan dan bawahan sesuai dengan fusngsi danmagasg-masing dalam
pelaksanaan penataan menara telekomunikasi di Retanbaru oleh Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan informatika. Komunikésisebut berupa
informasi susuai jenis pekerjaan, dengan tujuarktiifas dan efisiensi.
Pembahasan mengenai komunikasi berikut ini berkagatang komunikasi
dalam pelaksanaan penataan bangunan menara telekasiudi Kota
Pekanbaru dan Penyampaian informasi serta dampageadka yang tidak
terjalin dengan lancar.

Adapun tiga hal penting dalam proses komunikagij&kkan yang
telah disebutkan diatas yaitu:

. Transmisi

Transmisi adalah faktor utama dalam komunikasieharsebelum
kebijakan dilaksanakan, para pelaksana kebijakanshmenyadari bahwa
suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintatkunelaksanakannya telah
dikeluarkan. Dalam hal ini yang dimaksud ialaha@aman Walikota Nomor
16 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pedoman dalatrafgunan Menara
Telekomunikasi Bersama di Kota Pekanbaru.

Dishub kominfo selaku institusi terkait telah melkéin komunikasi
berupa sosialisasi terhadap kebijakan penataan ubang menara
telekomunikasi Kota Pekanbaru sebagai upaya medaktriansmisi informasi
kepada para penyedia jasa telekomunikasi.

Salah satu hal yang dirasa penting dalam prosekgagiaan kebijakan
adalah kepatuhan dan respon dari pelaksana, maig hendak dijelaskan
pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan danmesgyokelompok sasaran
dalam menanggapi suatu kebijakan.

Penyedia jasa telekomunikasi di kota Pekanbarik tdengindahkan
kebijakan penataan dan pembatasan menara teleka@siin yang dimana
menghentikan pembangunan menara sementara hingggaagderaturan yang
lebih mengikat.

. Kejelasan

Untuk mengimplementasikan suatu kebijakan makaushaada
kejelasan dari tujuan kebijakan itu dibuat. MenuBEdward, persyaratan
pertama bagi implementasi kebijakan yang efektiblad bahwa para
pelaksana mengetahui apa yang harus mereka lakennjuk-petunjuk
pelaksanaan tidak hanya harus dipahami tetapi peganjuk-petunjuk itu
harus jelas. Sering kali instruksi-instruksi yantgiskan kepada pelaksana
kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimanau spetgram
dilaksanakan. Untuk menjelaskan hal ini dapat dilidari hasil wawancara
terhadap pihak terkait dalam pelaksanaan penataaana telekomunikasi di
Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perhubungangkbehunikasi dan
Informatika.



Terkait kejelasan peraturan yang mendasari perizimaenara
telekomunikasi di kota Pekanbaru ,yang menjadi &endutamanya
merupakan tidak adanya peraturan daerah yang benar- mengikat
sehingga menjadi masalah dalam pelaksanaan segipannya yang dinilai
belum memiliki kejelasan dalam peraturannya.

c. Konsisten.

Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung éfektaka perintah
pelaksana harus konsisten, jelas dan tidak bengatadengan pelaksana
kebijakan. Dalam kebijakan penataan bangunan raeteekomunikasi
masih belum konsisten. Terkait sanksi yang dibetikenenjadi tidak
konsisten karena tidak adanya sanksi pembokaramy yhlakukan oleh
Dishubkominfo terhadap menara yang kepada mendégkotaunikasi yang
tidak memiliki izin dan melanggar peraturan.

2. Sumber-sumber daya.

Sumber-sumber daya adalah kemempuan yang dimiéki @arganisasi
baik dalam menunjang pelaksanaan kebijakan. Halberkaitan dengan
kecakapan pelaksana kebijakan dalam menyelesaidaifakan tidak hanya
komitmen yang diperlukan akan tetapi dilihat kemaarpdan keterampilan
pelaksana program dalam melaksanakan setiap tahapan

a. Staf,,

sumber daya utama dalam implementasi kebijakanahdataf.
Kegagalan yang sering terjadi dalam implementabij&ean salah satunya
disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupmadai, ataupun tidak
kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dplementator saja ridak
mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan stafgde keahlian dan
kemampuan vyang diperlukan ( kompeten dan kapabedland
mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakaastygng diinginkan
oleh kebijakan itu sendiri.

Para pelaksana harus memiliki ketelampilan- ketpii@m yang
diperlukan uantuk melaksanakan kebijakan. Kuraaggnil yang terlatih
baik akan dapat menghambat pelaksanaaan pengp@ambatasan bangunan
menara telekomunikasi di kota Pekanbaru. Disampindiperlukan training
atau latihan-latihan dalam meningkatkan kemampueaofegsional para
pelaksana.

Bahwa berkaitan dengan kemampuan Dinas komuniKasnunikasi
dan Informasi kota Pekanbaru terkait tentang pwaizibangunan menara
telekomunikasi telah memiliki staff pelaknana kajieknis yang memadai
dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Hal ini tidgadedari upaya untuk
meningkatkan kemampuan dan keahlian para staff pégawai pelaksana
dengan melakukan pembinaan beruba latihan dalam ingkatkan



kemampuan pengetahuannya, terutama dibidang telekkasi dan
informatika.

. Wewenang,

Pada umumnya kewenangan harus bersifat formalpegartah dapat
dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atgiinlasi bagi para
pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetagecara politik.
Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para imm@atator dimata public
tidak terlegitimasi, sehingga dapat mengagalkansgso implementasi
kebijakan.

Tetapi, dalam konteks yang lain ketika kewenangamaf tersebut
ada, maka sering terjadi kesalahan dalam meliheittibfas kewenangan,
disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan awchal pelaksana
implementasi kebijakan; tetapi diselewengkan olemrappelaksana demi
kepentingannya sendiri atau kelompoknya.

Wewenang merupakan sumber lain yang penting daklakganaan
kebijakan dalam hal ini terkain dengan perizinanndgoman menara
telekomunikasi di kota pekanbaru. Namun yang menpsoalan ialah
beberapa badan instansi atau dinas mempunyai wagesamg terbatas atau
kekurangan wewenang untuk melaksanakan suatu kabijdengan tepat
dalam hal ini terlihat seperti pembatasan perturabubangunan menara di
kota pekanbaru.

Dalam membahas masalah kewenangan ini Dinas Parbabu
Komunikasi dan Informasi tekait pada masalah perabesangsi terhadap
pengusahan ataupun pengelola menara telekomuni@sy melanggar
peraturan.

Keterbatasan wewenang dinas terkait dalam hal inha®
Perhubungan, Komunikasi, dan Informasi mengenai bgeilan sangsi
terhadap perusahaan ataupun pengelola menaranelekasi yaitu belum
adanya wewenang pembongkaran terhadap menara-mgragamelakukan
pelanggaran, sehingga kebijakan pembatasan bangumaenara
telekomunikasi mengalami kendala. Walaupun teldanga pembatasan
hingga penghentian pengeluaran izin terkait meteckomunikasi , namun
tidak adanya sangsi pembongkaran terhadap merlekareunikasi menjadi
masalah yang mempengaruhi jalannya impementasjakehi tersebut. Hal
ini menyebabkan kebijakan pembatasan menara telek&asi tidak berjalan
sebagaimana mestinya.

. Fasilitas,

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalamplementasi
kebijakan. Implementator mungkin memiliki staf yamgncukupi, mengerti
apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenamgyk melaksanakan



tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukusgrdna dan prasarana)
maka imprementasi kebijakan tersebut tidak akahasar

Dalam penataan menara telekomunikasi fasilitag ydinmiliki oleh
Dishubkominfo, Fasilitas bukanlah menjadi masalablamh kebijakan
penataan bangunan menara telekomunikasi di Kotaribaku.

3. Disposisi.

Disposisi menyangkut kesiapan dan kesediaan dexiggaksana atau
implementator dalam menyelesaikan kebijakan, keqmakgpelaksana tidak
cukup tanpa kesediaan dan komitmen untuk melaksanaiebijakan.
Disposisi atau sikap pelaksana yang dimaksud adsikhp-sikap serta
kecendrungan para pelaksana kebijakan dalam melegintgsikan kebijakan.

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut diladsan juga
berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka padanbagingin dijelaskan
karakteristik dari suatu lembaga yang akan turutmpengaruhi suatu
kebijakan.

Disposisi atau Karakteristik dapat di artikan sebagikap dan
kesediaan dari para pelaksana atau implementatamdanenyelesaikan
kebijakan, kecakapan pelaksanaan tidak cukup teegediaan dan komitmen
untuk melaksanakan kebijakan. Karakteristik yangaksud adalah sikap-
sikap serta kecendrungan para pelaksanana kebijakdalam
mengimplementasikan kebijakan .jika implementadiije&an ingin berhasil
secara efektif dan efisien, para implementatorktidanya harus mengetahui
apa yang harus mereka lakukan dan kemampuan urgngimplementasikan
kebijakan pembatasan bangunan menara dengan Baratiari menara
telekomunikasi biasa menjadi menara bersama teleRikasi. Tetapi juga
para pelaksana harus memiliki sikap dan kemauang ylamat dalam
mengimplementasikan kebijakan tersebut.

Untuk melihat sikap atau pun kharakteristik dafagsana kebijakan
dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi darormfsi bertindak
sebagai institusi yang memiliki tugas dan wewentmkgait komunikasi dan
informatika di kota Pekanbaru.

Dishubkominfo selaku dinas terkait mengenai peai@jnpenataan
maupun penertiban terhadap menara telekomunikasilaidi memiliki
kharakter kurang yang tegas untuk mengambil kepatuesrhadap masalah
mengenai menara telekomunikasi tersebut

4. Struktur birokrasi
Struktur birokrasi berkaitan dengan kesesuaian nisgai birokrasi
yang menjadi penyelenggara kebijakan dan programgrpam penataan
menara telekomunikasi .



Dalam menjalankan suatu kebijakan atau programshdrdukung
dengan adanya pelaksana kebijakan suatu kebijakabijakan penataan
bangunan menara telekomunikasi dengan cara peraldsd menara biasa ke
menata bersama menjadi tanggung jawab setiap dagaddm hal ini di
Pekanbaru yang menjadi aktor penting dalam impléaseRkebijakan tersebut
adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan inforkatsi Pekanbaru.

Yang menjadi aktor ataupun peaksana kebijakanaiterdklengan
kebijakan pembatasan bangunan menara telekomunik&skanbaru adalah
Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, dan InformatiReskominfo) Kota
Pekanbaru.

PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pemlashgang penulis
lakukan mengenai pelaksanaan perizinan dan pendtaagunan menara
telekomunikasi dikota Pekanbaru. Dapat disimpulkalrhal sebagai berikut:

1. Dalam proses perizinan menara telekomunikasi diakKBekanbaru yang
menjadi masalah yang terjadi dalam proses perizinggnara adalah
terdapatnya banyak tower yang dibangun terlebihu dodru kemudian
mengurus izinnya, lalu terdapat manipulasi mengé&nai atau persetujuan
dari masyarakat sekitar menara yang menjadi salahsyarat guna mengurus
perizinan. Dan berikutnya pada tahap suvey lapaatgmnkajian teknis , para
pelaksana dinilai tidak serius dalam menjalankgagnya.

2. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelaksapenataan menara
telekomunikasi di kota Pekanbaru belum maksimalegekomunikasi dalam
hal sosialisasi yang dilakukan Dishubkominfo tideflektif karena respon
yang buruk dari kelompok sasaran dalam hal ini ppemyedia jasa
telekomunikasi, ketidakkonsistenan juga menjadiyaalg menyebabkan tidak
optimalnya kebijakan penataan menara telekomunikasiKarena meski
adanya kebijakan penataan menara namun tidak adamysi tegas seperti
pembongkaran terhadap menara yang melanggar perateupun tidak
memiliki izin.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis merekdasikan hal-hal
sebagai upaya perbaikan baik kepada institusi yaeggangkutan maupun
kepada pembuat kebijakan saat ini dan saat yangdsktang.:
. Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan daerahpatega yang dapat
mengikat dan mengakomodir tentang perizinan danatpan menara
telekomunikasi di kota pekanbaru. Namun secara unm@mda seharusnya



melalui proses sebagai berikut: 1).berdasarkampmran lapangan Pemda dapat
membuat rencana sell (Cell Plan) pembangunan meglaieomunikasi, dengan
berpedoman pada zonasi menara telekomunikasi, @&nd® dapat meminta
pendapat kepada para pemangku kepentingan tentahBl&h yang disusun, 3).
Pemda membuat draft Perda, 4). Pemda meminta nraslakeberdialog dengan
seluruh pemangku kepentingan, 5). Pemda memproaesaRgan Perda ke
DPRD, 6). DPRD memproses untuk mengsahkan atau atatkén penerbitan
peraturan tersebut dan bila diperlukan DPRD dapdékakan konsultasi public
dengan para pemangku kepentingan juga. Apabilawelroses diatas dilalui,
beberapa permasalahan yang muncul karena mashkites depat dikurangi.

. Pemerintah Daerah juga perlu mempertimbangkan ratxugevaluasi kembali

kebijakan pembatasan menara telekomunikasi, meaigdengan perkembangan
teknologi yang baru, dengan semakin bertambahnygiatyy telekomunikasi,

maka akan semakin banyak menara telekomunikasi ganguhkan. Sehingga
penetapan pembatasan jumlah menara telekomunikdsiam cell plan, perlu

mempertimbangkan berbagai aspek, baik dari siginang, keselamatan, dan
keberlangsungan layanan telekomunikasi bagi masgyara

. Perlu ada sangsi yang tegas terhadap menara telekasi yang melanggar
peraturan dan tidak memiliki izin, apabila memumgkin dilakukannya

Pembongkaran. Hingga kebijakan penataan dapatdegasuai dengan tujuan
yang ingin dicapai.
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